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BPK RI Beri Opini WDP terhadap LKPD Kabupaten Bekasi
Bandung, 2 Juli 2012
Pada Senin, 2 Juli 2012 BPK RI menyerahkan LHP atas LKPD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran (TA) 2011. Acara yang dilaksanakan di Gedung BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat (Jabar) tersebut dikuti  pimpinan DPRD dan Kepala Daerah Kabupaten Bekasi. Menurut Kalan Provinsi Jabar BPK RI, BPK memberikan opini Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Wajar Dengan Pengecualian. Hal-hal yang dikecualikan, antara lain:

1. BPK tidak dapat meyakini kewajaran saldo Investasi Non Permanen - Dana Bergulir di Neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan karena Pemerintah Kabupaten Bekasi tidak membuat daftar klasifikasi Dana Bergulir berdasarkan jatuh temponya (Aging Schedule) dan belum memiliki kebijakan akuntansi tentang dana bergulir sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
2. BPK tidak dapat meyakini kewajaran Saldo aset tetap sebesar Rp4,43 triliun karena sampai dengan 31 Desember 2011, Pemerintah Kabupaten Bekasi belum dapat menyajikan nilai wajar atas aset tetap yang bernilai Rp1,00 dan belum dapat menjelaskan perbedaan saldo aset tetap per 1 Januari 2008 dibandingkan dengan saldo aset tetap per 31 Desember 2007 sebesar Rp474,48 miliar serta belum melakukan penelusuran atas aset tetap berupa peralatan dan mesin senilai Rp4,27 miliar dan aset tetap lainnya senilai Rp336,00 juta

Secara umum dari hasil pemeriksaan tiga tahun terakhir, untuk Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Barat, BPK masih menemukan temuan yang berulang, yang menjadi pengecualian dalam pemberian opini, yaitu temuan mengenai penyajian aset tetap, penyajian persediaan yang tidak memadai, penyajian penyertaan modal pemerintah yang tidak sesuai dengan SAP dan penyajian investasi non permanen dana bergulir yang belum menggunakan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value),” kata Kalan Provinsi Jabar BPK RI.

Terkait opini, menurut Kalan Provinsi Jabar BPK RI, Opini WTP tidaklah dapat diperoleh secara instan dan tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan, tetapi harus diwujudkan melalui suatu proses yang didasarkan pada input yang baik, proses yang baik, dan output yang baik. “Ketiga aspek tersebut haruslah terpadu dan berkesinambungan sebagai pondasi sistem pelaporan keuangan yang baik termasuk komitmen pimpinan daerah dan jajarannya,” katanya. 
 Di akhir sambutannya Kalan Provinsi Jabar BPK RI menjelaskan, agar LKPD TA 2012 nantinya, dapat mencapai opini WTP, BPK meminta adanya wujud komitmen perbaikan tata kelola keuangan secara nyata dan terarah, dan berupaya untuk:
1. Perbaikan posisi kekayaan Pemerintah Daerah di awal tahun anggaran 2011.

2. Perbaikan sistem dan prosedur agar kelemahan dalam pengelolaan keuangan sebelumnya tidak terjadi lagi di masa mendatang; serta 

3. Melakukan koreksi atas permasalahan-permasalahan yang diungkapkan dalam LHP BPK. 
LHP BPK RI atas LKPD TA 2011 itu sendiri dikemas dalam tiga buku yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah untuk masing-masing pemerintah kabupaten/kota. Ketiga buku tersebut terdiri dari Buku Pertama yang merupakan LHP yang memuat opini atas LKPD, Buku Kedua yang merupakan LHP atas Sistem Pengendalian Internal (SPI) dalam kerangka pemeriksaan LKPD, serta Buku Ketiga yang merupakan  LHP atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam kerangka pemeriksaan LKPD.  

Opini terhadap LKPD diberikan oleh BPK berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapat/Opini ditetapkan berdasarkan empat kriteria, yaitu 1) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), 2) Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), 3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan 4) Efektifitas sistem pengendalian intern.

Berdasarkan empat kriteria tersebut maka jenis pendapat/opini yang dapat dinyatakan oleh BPK-RI adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer), dan Tidak Wajar (Adverse).
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